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ABSTRAK 
 

Pembinaan terhadap alat negara penegak hukum yaitu Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Pengadilan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, 

khususnya yang dirugikan karena tindakan yang melanggar hukum maupun 

kesalahan di dalam menerapkan hukum oleh para penegak hukum. Hukum 

sebagai sarana pencipta keadilan memerlukan pembinaan terhadap alat negara 

penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dengan perkataan 

lain pembinaan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan akan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang dirugikan karena 

tindakan yang melanggar hukum maupun kesalahan dalam menerapkan hukum 

oleh para penegak hukum. Kesalahan penerapan hukum oleh para penegak hukum 

mencerminkan kurang profesionalismenya para penegak hukum seperti dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg. Berdasarkan 

hal tersebut yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimanakah Analisis Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg serta bagaimanakah 

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

53/Pid.B/2019/PN.Bdg. 

Pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah 

hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian 

ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan 

saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum 

pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk 

memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data 

primer. 

Hasil penelitian menyimpulkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg merupakan penanganan hukum yang terkesan 

dipaksakan. PT Triputra Karya Agung dengan Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko 

sebagai Direktur Utamanya telah ada maksud menyalahgunakan kepercayaan 

pihak konsumen yang telah menyetorkan sejumlah uang untuk membeli 

apartemen/kondotel tipe Royal Tulip fasilitas bintang lima yang akan dibangun 

oleh PT Triputra Karya Agung, namun oleh jajaran direksi oleh PT Triputra Karya 

Agung pembangunan apartemen/kondotel tipe Premiere dengan fasilitas bintang 

hotel tiga dalam pembiayaan pembangunan sebagian menggunakan pembiayaan 

dari pembeli/konsumen apartemen/kondotel tipe Royal Tulip fasilitas bintang 

lima. Pertimbangan yuridis masih kurang tepat, terutama dalam menerapkan 

unsur-unsur dalam dakwaan pertama yakni Pasal 378 KUHP, karena unsur 

“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hak” kurang tepat jika diterapkan kepada Ir. Adrianto Trisnadi Bin 

Harjoko, karena dari fakta-fakta hukum yang ada tidak terbukti Ir. Adrianto 

Trisnadi Bin Harjoko menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dari uang 

setoran para konsumen yang membeli apartemen/kondotel yang akan dibangun 

oleh PT Triputra Karya Agung. Faktanya adalah uang dari konsumen yang 

membeli apartemen/kondotel tersebut dipakai untuk membangun 

apartemen/kondotel lain.  
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ABSTRACT 

Fostering the state apparatus of law enforcement, namely the Police, 

Attorney General's Office, and Courts will provide protection to the public, 

especially those who have been harmed due to actions that violate the law or 

mistakes in implementing the law by law enforcers. Law as a means of creating 

justice requires fostering the state apparatus of law enforcement, namely the 

Police, Attorney General's Office, and Courts, in other words, the guidance of the 

Police, Attorney General's Office, and Courts will provide protection to the 

public, especially those who have been harmed due to actions that violate the law 

or errors in implementing the law. by law enforcers. Errors in law enforcement by 

law enforcers reflect the lack of professionalism of law enforcers, as in the 

Bandung District Court Decision Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg. Based on 

this, what is interesting to research is how the Bandung District Court Decision 

Analysis Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg and how the Judges' Legal 

Considerations in the Bandung District Court Decision Number 53 / Pid.B / 2019 

/ PN.Bdg. 

In the discussion of this case study the author uses a normative juridical 

research method that aims to find the principles and foundations of positive legal 

philosophy, and to find law in a concreto manner. The specification of this 

research is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but 

also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data 

collection techniques are carried out through library research to obtain 

secondary data and field research to collect primary data. 

The results of the study concluded that the Bandung District Court 

Decision Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg is a legal handling that seems 

forced. PT Triputra Karya Agung with Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko as the 

Main Director has the intention of abusing the trust of consumers who have 

deposited a certain amount of money to buy a Royal Tulip type apartment / 

condotel, a five-star facility to be built by PT Triputra Karya Agung, but by the 

board of directors by PT Triputra Karya Agung, the construction of the apartment 

Premiere type condotels with three star hotel facilities under construction 

financing partly using financing from buyers / consumers of apartments / condotel 

types of Royal Tulip with five star facilities. Juridical considerations are still 

inaccurate, especially in applying the elements in the first indictment, namely 

Article 378 of the Criminal Code, because the element "with the intention of 

benefiting oneself or others against the rights" is not appropriate if applied to Ir. 

Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, because the existing legal facts are not proven by 

Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko benefits himself or others from deposits from 

consumers who buy apartments / condotels to be built by PT Triputra Karya 

Agung. The fact is that the money from consumers who buy the apartment / 

condotel is used to build another apartment / condotel. 
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